
 

 
 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2026 

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  

NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 109      

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28                  

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah ditetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Bangunan Gedung; 

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28                  

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung; 

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi 

kewenangan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung 

perlu dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Bangunan Gedung; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan         

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia                         

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia      Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang                  

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2                

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023             

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28               

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021    

Nomor 186); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 
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Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.  

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 22 April 2026 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 
 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 22 April 2026 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

BUDIAR 

 

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2026 Nomor 4 Seri D 

 

 

 

 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 14-4/2026 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 

2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

 

I. UMUM 
 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                   

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang menerangkan bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah berpedoman pada 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang berupa ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat. Sesuai dengan hal tersebut maka dalam menyelenggarakan 

bangunan gedung, Daerah berpedoman pada Undang-Undang                

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  

Dalam perkembangan pengaturan, Peraturan Pemerintah               

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan                        

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan                       

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  

 Sebagai akibat terjadinya perubahan kebijakan pengaturan 

mengenai bangunan gedung, maka untuk memberikan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan mendukung 

upaya peningkatan investasi di Kabupaten Malang, maka perlu 

dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. 

 

I. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup Jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

 


